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BERITA

KABUPATEN CIANJUR

NOMOR 07 TAHUN 2006

PERATURAN BUPATI CIANJUR
NOMOR A7 TAHUN 2A06

TENTANG

IURAI-.I TETAP DAhI IURAN PRODIIKSI
PERTAIVIBAI{GAhI UMUM

Menimbang : a.

BUPATI CTANJU&

bahwa tatacara usaha pertambangan umum di wilayah l(abupaten
Cianjur, telah diatur berdasarkan Perahrran Daerah Nomor n
Tahun 2oo4 dan diundangkan dalam l.embaran Daerah Tanggal 3
Januari zoosNomoror Seri C;

bahwa berdasarkan Pasal a3 Ayat (z) Peraturan Daerah Nomor u
Tahun 2oo4 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sedap orang
atau badan usaha yang melakukan usaha pertarnbangan umum
diwajibkan membayariuran tetap dan iuran produksi;

bahwa atas dasar pertimbangan tersebut dalam huruf a dan b, perlu
mengahr tataeara pembayaran iuran tetap dan iuran produksi
dengan Peraturan Bupati.

Undang-Undang Nomor 14 tahun lg5o tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan "Iawa Barat (tierita
Negara tahun r95o Nomor 43):

Undang-LTndang Nomor 11 Tahun t967, tentang Ketentuan-
ketentuan Pokok Pertambangan ( I-embaran Negara Tahun 1967
Nomor zz, Tambahan lembaran Negara Nomor zSgr );

Undang-Undang Nomor 29 Tahun rygT tentang Pengelolaan
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahrrn 1997 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Nomor S6qg);

UndangUndang Nomor 3a Tahun 2oo4, tentang Pemerintahan
Daerah { Lembaran Negara Tahun zoo4t Nomor r25, Tambahan
Lembaran Negara Nomor +$T ) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Penggatrti Undang-undang Nomor 3 Tahun
2oob tentang Perubahan atas Undangunclang Nomor 3a Tahun
2oo4 tentang:Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2oo5
Nomor 38, fambahan lembaran Negara Nomor 4493) yang telah
ditetapkan Cengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2oo5
(Lembaran Negara Tahun 2oob Nornor ro8, Tambahan Iembaran
Negara Nomor +S+8);

Peraturan Pemerintah Nomor'27 Tahun r98o tentang Penggolongan
, Bahan-Bahan Galian (Lembaran Negara Tahun r98o Nomor 47,
Tambahan Lerrbaran Negara Nomor 3170);
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10.

Peraturan Pemerintah Nomor e5 Tahun 2ooo tentang Kewenangan
Pemerintah dan Ketvenangan Pemerintah Pmpinsi sebagai naerah
Otonom (kmbaran Negara Tahun 2ooo Nomor 9,4, Tambahan
Lembaran Negara Nomor g9S2);

Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2oo1 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 3e Tahun 1969 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun tg67 tentang
Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan ;

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2oo3 tentang Tarif Atas
Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada
DepartemenEneryi dan Sumber Daya Mineral;

Keputusan Menteri Pertambangan dan Enerp Nomor -ESS.Klzot/
M.PE/rgga tentang Pelaksanaan Inspeksi Tambang bidang
Pertambangan Umum;

IGputnsan Menteri Pertambangan dan Eneryi Nomor SSS.Va6/
M.PE/rggS tentang Keselamatan dan Kesehaten Kerja bidang
Pertambangan Umum;

Keputusan Menteri Pertambangan dan Energ Nomor rzu.K/oo8/
M.PE/rggb tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perusaksn
dan Pencemaran Lingkungan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan
Umum;

Keputusan Menteri Energi dan Sumber daya Mineral Nomor
VSz.K/ ro/MEM/2ooo tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan
T\rgas Pemerintahan di bidang Inventarisasi Sumberdaya Mineral
dan Energi, Penyusunan Peta Geologi dan Pemetaan Tllna
Kercntanan Gerakan Tanah;

Keputusan Menteri Energi dan Sumber daya Mineral Nomor
I4EB.R/ 29 / lvtr M / zooo tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan
Tugas Pemerintahan di bidang Pertambangan Umum;

Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor og Tahun aool
tentang Penyidik Pegawai Negeri Srprl;

Peraturan Daerah l(abupaten Cianjur Nomor tt Tahun aoo4
tentang Pertambangan Umum;

16. Peraturan Bupati Cianjur Nomor o6 Tahun coo6 tentrng Petrrnjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor u Trhun 2oo4 tentang
Pertambangan Umum.

MEIIIUTUSKAN r

Menetapkan : PERATURATI BUPATI TENTANG IURAN TETAP DAI.I IURAI,I
PRODLTKSI PERTAIVIBAf-IGAN UMUM

BAB I

, KETENTUAN UMUM

Pasal r

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

r. Daerah adalah Kabupaten Cianjur.

z. 'Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah
Otonomyang lain sebagai Badan Ebekutif Daerah.

6.

7.

B.

9.

11.

12.

13.

14.

15,



3

-l
\o7

g. Bupati adalah Bupati Cianjur.

4. Dinas adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang
Pertambangan Umum.

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas pelaksana Pemerintah Daeiah di
bidang Pertambangan Umum.

6. Kas Daerah adalah IGs Daerah Kabupaten Cianjur.

T. Iuran Tetap adalah iuran pemanfaatan lahan atas areal
penambangan yang terdiri dari Iuran Tetap Eksplorasi dan Iuran
Tetap Eksploitasi.

8. Iuran Produksi adalah iuran pertambangan atas produksi bahan
tambang Golongan A dan B, termasuk pertanrbangan ralryat.

g. Pertambangan adalah kegiatan yang berhubungan dengan
penyelidikan, pemanfaatan dan konservasi bahan tambang serta
reklamasi lahan pasca tambang.

10. Bahan Tambang adalah unsur-unsur kimia, mineral-mineral, bijih-
bijih dan segala macam batuan termasuk batu-batu mulia yang
merupakan endapan-endapan alam selain rninyak bumi dan gas
alam, energi, panas bumi dan air bawah tanah.

B,{B II
OB.]EK DAN SU&IEK

Pasal e

(1) Objek iuran tetap adalah luas wilal'ah penambangan yang
ditetapkan dalam ljin.

(a) Subjek iuran tetap adalah pemegang Kuasa Pertambangan, PI(P:B,
Kontrak Krry", SIPD, SIPR.

(S) Objek iuran produksi adalah iuran pertambangen atas produksi
bahan tambang Golongan A dan B, terrnasuk pertambangan ralryat.

(a) Subjek Iuran Produksi adalah setiap pemegang Uin usaha
pertambangan.Golongan A dan B.

8,,\B III
KE1{iENANGAN

Pasal g

Dalam penetapan iuran tetap dan iuran produksi, Dinas benuenang :

a. Mencatat, menghitung dan menetapkan besarnya produksi pada
setiap bulan;

b. Menetapkan besarnya iuran tetap;

c, Melakukan penagihan dan penerimaan iuran tetap pertambaligan
bahan tambang Golongan C;

d. Menyetorkan hasil penerimaan iuran tetap ke Kas Daerah;

e. Memerintahkan kepada pemegang Kuasa Pertambangan, PtrCPzB

dan Kontrak Karya u.ntuk menyetorkan iuran tetap dan iuran
produksi ke Kas Negara dan mengawasi pelaksanaannya;



4

F

- ,- tCI8,
I

f. Melalarken penglitungsn dan penetanan ulang dalam hel terdepat
nilai lunng atau bbih dalam penghinrngan dan penetepan
produksi.

BAB TV

T.{fA CARA PENCATIfIAN, PENGHITUNGA}r.I
DAI.{ PENETAPANI PRO DUIGSI

Pasal 4

(1) Pencatatan prod.uksi dilakukan berdasarkan hasil produksi harian,
mingguan atau bulanan pada mulut tamtrang atau pada lokasi
pengolahan/pemurnian.

(z) Penghitungan produksi berdasarkan hasil pencatatan produlai
dengan memperhatikan jum kerja alat penambangan serta
kapasitas alat penambangan dan blasting rafio atau parameter lain
sesuai ketenhran.

(g) Hasil penghitungan produksi setiap bulannya ditetapkan sbagai
dasar dalam pembayaran iuran produksi.

Pasal 5

Penetapan iuranproduksi dilakukan dengan rumus luran Pnodu}si =
Jumlah Produksi dalamton/gram x ( harga Jual xprnsentase tarif ).

BABV

BESARI.IYATARIP IURAN TTTAP DAN IURAN PRODUI(SI

Pasal 6

(r) Besarnya tarif iuran tetap untuk bahan tambang golongan C
ditetapkan sebagai berikut :

NO KAGIATAI{ SATU'AIII TARIF
(Itp)

I 2 t 4

1.

2"

Eksploresi:

a. B&han tnmbnng untuk industri

- $sffpai dengan 5 Ha
- 6 sampai dengnn a5 Ha
->o5Ha

b. Bahan tambang untuk konstmk*
si:
- $orrpai deng;nn 5 Ha
- 6 $&mpai dengan aS Ha

Eluptoimsi:

a. Bahan tambang untuk indusbi :

- lrarftpai dengan 5 Ha
- 6 sampai dengan sS Ha

Per Ha/tahun
Per Ha/tahun
Per Ha/tahun

Pcr Ha/tahun
Per Ha/tahun
Per Ha/tahun

Per Ha/tnhun
Per Haltahnn
Per Ha/trhun

IOO.OOOrOO

9)O.OOOr0O
80,o0oroo

TO.OOOTOO
60.oooroo
SO.OOOTOO

IOO.OOO'OO
go.ooor0o
So.ooorso
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b. Bahan tanbang unfuk kon-
shtltsi:
- sampei dengan 5 Ha
- 6sampaidengan 25 Hn

Per lia/tahun
Per Ha/tahun
Per Ha/tahun

7'O,OOOTOO
60.oooroo
SO.mrOO

' (z) Besarnya tarip iuran tetap untuk bahan tambang Golongan A dan B
berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor +S Tahun 2oo3.

G) Besarnya tarip iuran produksi unhrk bahan tambangn C'olongan A
dan B berpedoman kepada Perahran Pemerintah Nomor 45 Tahun
2OO3.

BABVI

PEMBINAAN DAN PENGA\VASAN

Pasal 7

Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan iuran tetap dan
iuran produksi usaha pertambangan umum dilakukan oleh Dinas den
Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

BABVIII
IGTENIUA}I PENUTUP

Pasal 8

Hel-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang
mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan oleh lGpala Dinas.

Pasal 9

Perahrran Bupati ini mulai berlahr pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Ciadur
pada tanggal S Mei aoo6

BUPATT CIANJI]&

Cap/ttd.*

TJETJEP MUCTTTAR SOLEH

It
I

I
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b. Bahan tarnbang unfuk kon-
shrltsi:
- sarnpai dengan b Ha
- 6 sampei dengan zS IIn

Per
Per
Per

Iia/tahun
Ha/tahun
Ha/tahun

7'O,OOOTOO
60.ooor00
50.OOOrO0

' (z) Besarnya tarip iuran tetap unhrk bahan tambang Golongan A dan B
berpedoman kepada ?eraturan Pemerintah Nomor +S Tahun 2oo3.

g) Besarnya tarip iuran produksi untuk bahan tambangn Golongan A
dan B berpedoman kepada Perahran Pemerintah Nomor 45Tahun
2OO3.

BABVI

PEMBINAAN DAN PENGA\VASAN

Pasal 7

Pembinaan dan penga\ryasan terhadap pelaksanaan iuran tetap dan
iuran produksi usaha pertambangan umum dilakukan oleh Dinas den
Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

BABVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal I
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang
mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 9

Perahrran Bupati ini mulai berlahr pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatennya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal I Mei zao6

BUPATI CIAryJI]&

Caplttd,-

TJETJEP MUC}TTAR SOLAH

l*a


